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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hakim yang menjatuhkan putusan di luar dakwaan, dalam memutus perkara

cenderung mengikuti ajaran interresen jurisprudenz dan Idealisme yuridis baru

dimana kedua ajaran ini merupakan dasar panduan dalam menegakkan hukum

progresif. Dalam kedua ajaran tersebut mengandung pemahaman bahwa

pelaksanaan hukum yang berupa undang-undang tidak boleh mengikat secara

mutlak seolah-olah manusia ada untuk hukum padahal hukum diciptakan oleh

manusia untuk kepentingan manusia bukan sebaliknya. Dalam kedua ajaran

tersebut juga terkandung persyaratan bahwa hakim wajib melaksanakan

undang-undang secara cerdas dan bijaksana sehingga tujuan dasar dari hukum

dapat diwujudkan yaitu untuk memelihara kepentingan umum dalam

masyarakat, menjaga hak-hak manusia, serta mewujudkan keadilan dalam

hidup bersama.

2. Pertimbangan majelis hakim tersebut menurut hemat penulis sudah benar,

karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak ada yang terbukti benar, namun

sebagaimana fakta hukum yang terungkap bahwa, terdakwa Budi Larasanto

memang terbukti bersalah namun tindak pidana yang dilakukannya tidak

terdapat dalam surat dakwaan, oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim

menyatakan dirinya bersalah melakukan tindak pidana yang menurut majelis

hakim lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa, yaitu ketentuan Pasal 365 Ayat

(2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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B. Saran 

1. Ajaran mengenai Hukum progresif perlu dikembangkan dan di sosialisasikan 

dilingkungan peradilan agar majelis hakim yang menghadapi permasalahan 

dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak terbukti dalam fakta 

persidangan dapat menentukan pandangan tersendiri dalam menyikapi 

perkara tindak pidana yang disidangkan dan membuat suatu keputusan yang 

tepat dan adil bagi semua pihak. 

2. Mengenai jaksa Penuntut Umum kedepannya diharapkan lebih teliti dan tepat 

dalam menganalisa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan seorang 

tersangka, agar tepat dalam diterapkan dalam Surat Dakwaan sebagaimana 

amanat Surat Edaran Jaksa Agung Nomor  004/J.A/11/1993, tentang 

Pembuatan Surat Dakwaan agar majelis hakim dalam memutus perkara tidak 

dibingungkan dengan ketidak singkronan antara Surat Dakwaan dengan fakta 

hukum yang terungkap di persidangan dan tidak menyebabkan Surat 

Dakwaan batal demi hukum berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 143 Ayat 2 dan 3 Kitab Undang-Undang hukum Acara 

Pidana. untuk Penyidik diharapkan agar saat menjalankan tugas selalu 

berpedoman dengan Setandart Oprasi Penanganan sesuai dengan Peraturan 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ada, senhingga tidak berdampak 

pada salah penanganan ataupun kasus yang lebih parah lagi yaitu kasus salah 

tangkap. 
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